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ABSTRAK 

Salsabilla Fajrin Cahyani (2025) :  Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara 

Negara Dalam Menyelamatkan Aset Milik 

Daerah Melalui Bantuan Hukum Bidang 

Perdata Di Kota Pekanbaru 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh untuk menyelamatkan aset milik 

daerah khusus aset kendaraan daerah agar memastikan proses penyelamatan aset 

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga potensi kerugian negara 

dapat diminimalkan diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang 

keuangan negara pasal 35 ayat 1 namun tidak diterapkan sesuai isinya. Rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara 

Negara dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah melalui Bantuan Hukum Bidang 

Perdata di Kota Pekanbaru dan Apa yang menjadi Kendala Jaksa Pengacara Negara 

dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah . 

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum sosiologis yaitu 

penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni  

metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian 

ini menggunakan informan penelitian yaitu sebagai subjek penelitian yang mana 

dari mereka data penelitian dapat diperoleh. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis 

data pada penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri 

Pekanbaru dalam menyelamatkan aset milik daerah khususnya aset kendaraan 

daerah sudah terlaksanakan secara baik namun belum maksimal dikarenakan 

terdapat kendala utama dalam proses penyelamatan aset yaitu kurangnya kepatuhan 

mantan pejabat, kendala administrasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara dalam proses penyelamatan aset 

kendaraan daerah dengan cara Penerimaan Permohonan Banrtuan Hukum, 

Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK), Upaya Non – Litigasi, Upaya Litigasi, 

Koordinasi Antar Instansi, Monitoring dan Evaluasi. 

 

Kata Kunci : JPN, Penyelamatan Aset Milik Daerah, Pelaksanaan Tugas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Undang – Undang Dasar 

Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 menyatakan : “ Negara Indonesia adalah negara 

hukum ”, bahwa prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan 

bagi setiap orang di dalam hukum ( Equality Before Law ). Kemudian di dalam 

penjelasan Undang - Undang Tahun 1945 yang berkaitan dengan Sistem 

Pemerintahan Negara, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 

(machtstaat). Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memakai sistem ‘rechtsstaat’ 

yang banyak dipengaruhi oleh konsep hukum belanda, yang termasuk dalam 

wilayah Eropa Kontinental.1 

Setiap kekuasaan harus bertanggung jawab di dalam sistem negara 

hukum, untuk mencapai tujuan ini Indonesia membutuhkan organisasi negara 

yang menegakkan hukum dengan benar dan bijaksana. Salah satu lembaga yang 

dibentuk untuk tujuan ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia.2 Kejaksaan 

merupakan Institusi sentral dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh semua 

negara yang menganut paham rule of law..3 Rule of law adalah penyelenggaraan

 
1Bu idi Wina irnoi, Keibijaikain Puiblik Te ioiri, Proiseis, dain Stuidi Ka isuis, (Yoigyaikairtai : Caips, 

2012), h. 116. 
2 Waihyui Doinri Tina imbuinain Ga ilih Ra ikai Siwi, “Dinaimika i Keiduiduikain Huikuim Jaiksai 

Seibaigaii Peingaicairai Neigairai Paisca i Peiruibaihain Undaing-Unda ing Keijaiksaiain”, dailaim Juirna il Ilmui 

Hu ikuim, Voiluimei 6., Noi. 2., (2022), h. 128. 
3 Miriaim Buidiairjo i, Daisair – Daisa ir Ilmui Poilitik, (Jaikairtai : Graimeidiai, 1999), h. 25. 
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negara yang diatur melalui suatu perundang – undangan serta     menjunjung 

tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan. 

Konsep dari rule of law diberikan oleh beberapa ahli. A.V. Dicey 

sebagaimana dikutip Miriam Budharjo, menyatakan bahwa the rule of law harus 

memenuhi unsur – unsur tertentu, yaitu :  

1. Supremacy Of Law (supremasi hukum)  

Unsur Supremacy Of Law mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan 

yang sewenang – wenang (arbitrary power), baik rakyat (yang diperintah) 

maupun raja (yanng memerintah). Kedua – duanyan tunduk pada hukum 

(regular law). Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai 

paglima. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, 

termasuk membatasi kekuasaan itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat dan 

supreme adalah hukum, dan bukan kekuasaan. 

2. Equality Before The Law (persamaan kedudukan dalam hukum)  

Unsur Equality Before the law, mengandung arti bahwa semua warga 

negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara 

tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. 

Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Penguasa 

maupun warga negara bisa; apabila melakukan tort (perbuatan melanggar 

hukum; Surechtmatige daad; delict), maka akan diadili menurut aturan 

Common Law dan di pengadilan biasa. 

3. Constirution Based On Human Right (pengakuan Hak Asasi Manusia) 
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Unsur Constitution Based on Human Right jika ditelaah mengandung arti 

adanya suatu Undang – Undang Dasar yang biasa disebut dengan konstitusi. 

Konstitusi disini bukan berarti merupakan sumber akan hak – hak asasi 

manusia melainkan indikator-indikator dari hak – hak asasi manusia itulah 

yang ditanamkan dalam sebuah konstitusi, secara harfiah dapat dikatakan 

bahwa apa yang telah dituangkan ke dalam konstitusi itu haruslah dilindungi 

keberadaanya.4 

Sebagai pelaksana kekuasaan negara , Kejaksaan di harapkan agar 

berkontribusi lebih dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan 

kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam 

praktiknya, pergaulan hidup dalam masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan 

kegiatan pemerintahan berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan 

sengketa, yang tidak hanya mencakup aspek hukum pidana saja, melainkan juga 

dalam aspek hukum perdata dan tata usaha negara. Karena hal itu, negara 

memandang perlu dilakukan pembentukan fungsi lain pada tubuh Kejaksaan, 

yang mana dengan fungsi tersebut diharapkan Kejaksaan dapat membantu 

menyelesaikan sengketa perdata dan tata usaha negara dengan efektif dan 

profesional, sehingga Kejaksaan dapat lebih berkontribusi pada penegakkan 

supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi 

manusia. Maka dibentuklah fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

 
4 Ibid., h. 58. 
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(DATUN) dalam Kejaksaan.5 

Pembentukan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) pada 

lembaga penegak hukum Kejaksaan dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya di Pasal 30 ayat 

(2) yang berbunyi: 

“ Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus 

dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 

negara atau pemerintah ”.6 

Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.7. Dalam sistem 

peradilan perdata peranan kejaksaan sangat signifikan dalam penanganan kasus 

perdata, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata sebagai Jaksa 

Pengacara Negara merupakan sebutan Jaksa dalam Bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara ( DATUN ).8 

Istilah Jaksa Pengacara Negara dapat ditemukan pada Pasal 18 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-

 
5 Iska i Tirta i Adiyaiksai, “Peirain Ja iksai Peingaicairai Neigairai Di Bida ing Peirdaitai Dain Taitai 

Usa ihai Neigairai Stu idi Pa idai Keija iksaiain Neigeiri Sidoiairjoi”, (Dise irtaisi: Univeirsita is Bhaiyaingkairai 

Su iraibaiyai, 2022), h. 4. 
6 Indoineisia i, Undaing - Undaing Noimoir 16 Taihuin 2004, Le imba irain Neigairai Taihuin 2004 

No imoir 67; Ta imbaihain Leimba irain Neigairai Noimoir 4401 teintaing Ke ijaiksaiain Reipuiblik Indoineisiai, Paisail 

30 aiyait (2). 
7 Diain Roisitai, “ Keiduiduikain Ke ijaiksaiain Seibaigaii Peilaiksainai Keikuiaisaiain Neigairai di Bidaing 

Peinuintuitain dailaim Struiktuir Ke itaitaineigairaiain Indoineisiai”, dailaim Iuis Co institu ieinduim, Voiluimei 3., Noi. 

1., (2018), h. 35. 
8 Azza im Re iwaibaiwaideiwai, “Efe iktivitais Kineirjai Jaiksai Peingaicairai Neigairai Dailaim 

Peinyeilaimaitain Aseit Peimeirintaih Daieiraih: Stu idi Kaisuis Keijaiksaiain Neigeiri Ma ikaissair”, dailaim Joiuirnail 

o if Leix Theioiry (JLT), Vo iluimei 2., Noi. 1., (2022), h. 91. 
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Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang 

berbunyi : 

“Jaksa Agung dengan kuasa khusus karena kedudukan dan jabatanya bertindak 

sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara 

serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di 

luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah atau pemerintahan, maupun 

kepentingan umum”.9 

Pengertian Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga dijabarkan dalam 

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, 

Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara : 

“ Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan 

surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan 

pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Surat Kuasa Khusus 

(SKK) adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain guna 

melaksanakan kepentingan tertentu dan atas nama pemberi kuasa”. 

Lebih lanjut Jaksa Pengacara Negara sebagai mana yang tercantum 

dalam Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi dasar kewenangan jaksa 

 
9 Indoineisiai, Undaing -Undaing No imoir 11 Ta ihuin 2021, Leimba irain Neigairai Taihuin 2021 

No imoir 298; Ta imba ihain Leimba irain Ne igairai Noimoir 6755 te intaing Peiruibaihain Ata is Undaing-Unda ing 

No imoir 16 Ta ihuin 2004, Pa isail 18 Aya it (2). 
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pengacara negara dalam sistem peradilan perdata dan tata usaha negara, terdapat 

dalam sistem peradilan perdata dan tata usaha negara, terdapat dalam Pasal 24 

ayat (2) yang menyebutkan bahwa: 

“ Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum 

dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi 

lembaga/badan negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata 

dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, 

menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan 

hukum kepada masyarakat”.10 

Kejaksaan yang mendapat kuasa khusus dapat memberi bantuan hukum, 

pertimbangan, pelayanan hukum yang dapat mewakili pemerintah maupun 

negara untuk di dalam maupun di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan 

aset negara, menjamin kepastian hukum dan menjaga kewibawaan pemerintah, 

dan upaya menyelamatkan dan memulihkan aset negara dapat dilakukan dengan 

melakukan gugatan perdata dan pembayaran uang pengganti. Pada aset negara 

ini dapat diartikan sebagai benda berwujud dan tidak berwujud, baik bergerak 

maupun tak bergerak yang mempunyai nilai, yang dimiliki atau dikuasai oleh 

negara.11 

 
10 Raibiaih Nuir Hidaiyainti Idris, Abduil Raihmain, eit.ail., “Keiduiduikain Jaiksai Peingaicairai Neigairai 

Dailaim Peinyeileisaiiain Kreidit Ma iceit Antairai Naisaibaih Deingain Piha ik Baink BRI Ca ibaing Suinggu iminaisai, 

dailaim Juirnail Ilmui Huikuim, Vo ilu imei 1., Noi. 1., (2020), h. 6 
11 Titik Triwu ilain Tu itik, Hu ikuim Ta itai Usaihai Neigairai dain Hu ikuim Acaira i Peiraidilain Taitai 

Usa ihai Neigairai Indoineisiai, (Jaikairtai: Keincainai Preinaidai Meidiai Gro iuip, 2011), h. 368. 
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Menurut Siregar, “ aset merupakan barang (thing) atau sesuatu barang 

(anyting) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang 

dimiliki oleh badan usaha, instansi, dan individu.12 Hakikatnya semua aset yang 

dimiliki negara haruslah di peruntukan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana 

yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 Undang -Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

yang berbunyi : 

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Kewajiban negara untuk memelihara, dan menjaga aset tersebut baik dari sisi 

pemanfaatannya (ekonomis) ataupun dari sisi pelestariannya haruslah 

dilaksanakan sebaik mungkin yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat 

sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945 

tersebut.13 

Berbicara mengenai upaya dalam menyelamatkan aset negara, tidak 

terlepas dari adanya kerugian yang terjadi pada kekayaan negara. Pengertian 

kerugian negara disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat 22:  

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai”. 

 
12 Do ili D. Sireigair, Mainaijeimein Ase it, (Jaikairtai: Graimeidiai, 2004), h.178. 
13 Indoineisiai, Unda ing – Undaing Da isair Ta ihuin 1945, Leimbairain Ne igairai Taihuin 1946 Noimoir 

7, Pa isail 33 Ayait (3). 
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Bentuk material kerugian berupa uang, surat berharga, barang. Subyek hukum 

dalam kerugian keuangan negara adalah yang berkaitan dengan negara dan 

daerah, serta kekayaan di dalamnya dan modal yang sebagian besar merupakan 

milik negara, subyek hukum disini seperti perseroan, BUMN/D yang 

mempunyai kaitan sangat erat dengan aset negara.14 

Faktor pendorong Kejaksaan menjalankan fungsinya di bidang perdata 

dan tata usaha negara yaitu untuk melihat perkembangan yang terjadi di 

lapangan, dimana terjadi permasalahan yang sangat rumit salah satunya dalam 

persoalan aset milik daerah yang sering terjadi di lapangan sehingga 

menimbulkan pertanyaan terkait aset yang dimiliki oleh daerah memang benar 

punya daerah atau tidak, disini perlu dilihat siapa yang mendapatkan hak atas 

aset yang di klaim, tentunya perlu menunjukkan bukti atas hak dari 

kepemilikan.15 

Terkait jaksa pengacara negara, pemerintah bisa mendapatkan bantuan 

hukum untuk penyelesaian masalah aset milik daerah, disinilah pemerintah dapat 

menggunakan jasa kejaksaan, dan dalam hal ini peranan kejaksaan sebagai jaksa 

pengacara negara pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan dan 

mengembalikan aset milik daerah tersebut jika memang benar aset itu milik 

 
14 Faitima ih Albaituil, “Ke iweinainga in Ja iksai Dailaim Meimuilihkain Ke ikaiyaiain Neigairai”, dailaim 

Ju irna il Huikuim Dain Peiruindaingain Islaim, Voiluimei 4., Noi.1., (2014), h. 55. 
15 Iwa in Kuirniaiwain dain Riki Afriza il, “Guigaitain Keipeirdaitaiain Ole ih Ja iksai Peingaicairai Neigairai 

Seibaigaii Upaiyai Peingeimbailiain Ke iruigiain Keiuiaingain Ne igairai Kaireinai Koiruipsi”, da ilaim Naiga iri La iw 

Reivieiw, Vo iluimei 5., Noi.1., (2021), h. 113. 
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daerah, baik dengan penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi.16 Peran 

kejaksaan di bidang perdata diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan 

masyarakat yang semakin maju masyarakat mengetahui, menuntut, dan 

mempertahankan hak – haknya.17  

Aset Daerah atau biasa disebut Barang milik daerah menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: 18 

“ Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau di peroleh atas 

beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah ”. 

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu 

dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah 

( provinsi, kabupaten, atau kota) yang berisi rencana pendapatan dan belanja 

daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara pada Pasal 17 Ayat 1 yang berbunyi :19 

“ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemampuan pendapatan daerah ” 

 
16 Azza im Re iwaibaiwaideiwai, “Efe iktivitais Kineirjai Jaiksai Peingaicairai Ne igairai Dailaim 

Peinyeilaimaitain Aseit Peimeirintaih Daieiraih: Stu idi Kaisuis Keijaiksaiain Neigeiri Ma ikaissair”, dailaim Joiuirnail 

o if Leix Theioiry (JLT), Vo iluimei 2., Noi. 1., (2022), h. 91. 
17 Saimsuil Ba ichri, “Keiweinainga in Keijaiksa iain Te irhaidaip Tindaik Pidainai Koiruipsi Atais 

Keiruigiain Keiuiaingain Neigairai”, dailaim Ekspoisei:Juirnail Peineilitia in Huikuim dain Peindidikain, Vo iluimei 

19., Noi. 1., (2020), h. 1028. 
18 Indoineisiai, Peiraituirain Peimeirintaih Noimoir 27 Ta ihuin 2014, Leimba irain Ne igairai Taihuin 2014 

No imoir 92; Ta imbaihain Le imba irain Neigairai Noimoir 5533 te intaing Peingeiloilaiain Ba iraing Milik 

Neigairai/Daieiraih, Paisail 1 Ayait (2). 
19 Indoineisia i, Undaing – Undaing Noimoir 17 Taihuin 2003, Leimba irain Ne igairai Taihuin 2003 

No imoir 47; Taimbaihain Leimbairain Neigairai Noimoir 4286 teintaing Keiuiainga in Neigairai, Paisail 17 Aya it (1). 
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Sehingga APBD berfungsi untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun 

dapat digunakan secara efektif, efisien, dan transparan dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian menurut Menteri Negara 

otonomi daerah RI dan PAU-SE UGM, APBD pada hakikatnya merupakan 

instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan 

umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Jaksa Pengacara Negara bidang perdata di Kejaksaan Negeri Pekanbaru 

memiliki tugas salah satunya terkait menyelamatkan aset kendaraan daerah. 

Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada 

pasal 35 ayat 1 yang berisi: 

“Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar 

hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang 

merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.”20 

Tercantum ganti rugi untuk mantan pejabat yang melanggar hukum atau 

melalaikan kewajibannya yang merugikan keuangan negara diwajibkan 

menggati kerugian. Namun isi undang – undang tersebut tidak diterapkan sesuai 

isinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Perdata Jaksa 

Jefri Armando Putra dimana dalam pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara 

memiliki masalah utama terkait penyelamatan aset kendaraan daerah yaitu 

Ketidakpatuhan mantan pejabat dalam mengembalikan aset kendaraan daerah  

sehingga masih banyak aset kendaraan daerah ini dikuasai karena kekurangan 

 
20 Indoineisia i, Undaing – Undaing Noimoir 17 Ta ihuin 2003, Leimba irain Neiga irai Taihuin 2003 

No imoir 47; Taimbaihain Leimbairain Neigairai Noimoir 4286 teintaing Keiuiainga in Neigairai, Paisail 35 Aya it (1). 
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kesadaran oleh penjabat yang sudah selesai masa jabatan baik pada pejabat yang 

sudah pensiun / pejabat yang pindah tugas tentunya merugikan keuangan negara, 

dan ketidaklengkapan administrasi pada saat penyerahan aset kendaraan dari 

pemerintah Kota Pekanbaru untuk perlengkapan data aset kepada pejabat yang 

menggunakan,21 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin memaparkan lebih 

lanjut tentang permasalahan yang terjadi untuk di tuangkan dalam penelitian 

hukum dengan judul “PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA 

NEGARA DALAM MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH 

MELALUI BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA DI KOTA 

PEKANBARU ” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

pembahasan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada 

sejauh mana pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara dalam menyelamatkan 

aset milik daerah yakni penelitian ini berfokus pada aset kendaraan dinas yang 

beroda 4 sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara sehingga penelitian dapat fokus pada kesesuaiannya dengan 

praktik di lapangan. 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

 
21 Jeifri Arma indoi Poihain, Ke ipailai Suib Seiksi Peirdaitai dain Taitai Usaihai Neigairai Keijaiksaiain 

Neigeiri Peikainbairui, Waiwaincaira i, Peikainbairui, 31 Juili 2024. 
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dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam 

menyelamatkan aset milik daerah melalui bantuan hukum bidang perdata di 

Kota Pekanbaru ? 

2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam 

menyelamatkan aset milik daerah melalui bantuan hukum di bidang perdata 

di Kota Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Jaksa 

Pengacara Negara dalam menyelamatkan aset milik daerah khususnya 

pada aset kendaraan roda 4 melalui bantuan hukum di bidang perdata 

di Kota Pekanbaru; 

b. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hambatan Jaksa Pengacara 

Negara dalam menyelamatkan aset milik daerah khususnya pada aset 

kendaraan roda 4 melalui bantuan hukum di bidang perdata di Kota 

Pekanbaru; 

2. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat 

penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: 
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a) Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai 

pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan aset 

milik daerah khusus aset kendaraan roda 4 melalui bantuan hukum di 

bidang perdata di Kota Pekanbaru.  

b) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan 

sumbang pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi 

peneliti ,serta melengkapi syarat guna untuk mendapatkan gelar Sarjan 

Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negari 

Sultan Syarif Kasim Riau.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

a. Jaksa Pengacara Negara 

1) Pengertian Jaksa Pengacara Negara 

Istilah “Jaksa Pengacara Negara” sudah dipakai oleh lembaga kejaksaan 

pada unit kerja JAM DATUN, JAM DATUN ialah kepanjangan dari Jaksa 

Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara salah satu bidang dari Jaksa Agung 

Muda atau yang di singkat JAM merupakan unsur pembantu pimpinan 

Kejaksaan Agung yang mana tugas utamanya untuk memberikan arahan, 

koordinasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang 

Kejaksaan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya.. Secara umum, Jaksa 

agung Muda dibagi menjadi beberapa bidang, antara lain: 

a) Jaksa Agung Muda Bidang Pe imbinaan ( JAM PEMBINAAN ) 

b) Jaksa Agung Muda Bidang Inte ilijein ( JAM INTELIJEN ) 

c) Jaksa Agung Muda Bidang Pe ingawasan ( JAM PENGAWASAN ) 

d) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum ( JAM PIDUM ) 

e) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus ( JAM PIDSUS ) 

f) Jaksa Agung Muda Bidang Pe irdata Dan Tata Usaha Neigara ( JAM DATUN) 

g) Jaksa Agung Muda Bidang Milite ir ( JAM PIDMIL ).22

 
22 Muihaimaid Juisuif, Huikuim Ke ija iksaiain Eksiste insi Ke ijaiksaiain Se ibaiga ii Peinga icairai Neigairai 

Da ilaim Peirkairai Peirdaita i dain Ta itai Usa ihai Neigairai, (Suiraibaiyai : Laiksbaing Juistitiai, 2014), h. 51-52. 
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Jaksa Peingacara Neigara adalah Jaksa de ingan Kuasa Khusus, beirtindak 

untuk dan atas nama Neigara atau Peimeirintah dalam meilaksanakan tugas dan 

weiweinang Keijaksaan dibidang peirkara Peirdata dan Tata Usaha Ne igara, 

Seibagai Kuasa dari Instansi Peimeirintah atau BUMN/BUMD, Jaksa Pe ingacara 

Neigara diwakili o ileih Keijaksaan seibagai Jaksa Peingacara Neigara beirdasarkan 

Surat Kuasa Khusus, Tidak se imua jaksa o itoimatis meinjadi Jaksa Peingacara 

Neigara kareina peinyeibutan itu hanya keipada jaksa-jaksa yang seicara struktural 

dan fungsio inal meilaksanakan tugas-tugas Peirdata dan Tata Usaha Ne igara 

(Datun).23 

Istilah Jaksa Pe ingacara Neigara dapat diteimukan pada Pasal 18 ayat 2 

Undang-Undang No imoir 11 Tahun 2021 Teintang Peirubahan Atas Undang-

Undang Noimo ir 16 Tahun 2004 Teintang Keijaksaan Reipublik Indoineisia yang 

beirbunyi : 

“ Jaksa Agung de ingan kuasa khusus kareina keidudukan dan jabatanya 

beirtindak seibagai Jaksa Peingacara Neigara, di bidang peirdata dan tata usaha 

neigara seirta keitataneigaraan di seimua lingkungan peiradilan, baik di dalam 

maupun diluar peingadilan untuk dan atas nama pe imeirintah atau 

peimeirintahan, maupun keipeintingan umum”. JPN atau Jaksa Peingacara Neigara 

dibeiri weiweinang dalam meimbeila hak-hak keipeirdataan neigara dalam hal 

meinjaga, meimulihkan, dan meinyeilamatkan harta keikayaan atau aseit neigara.24 

 
23Aridoinai Buistairi, “Seilaiyaing Paindaing Jaiksai Peingaicairai Neigairai”, airtikeil dairi 

http://daituinkeijairitaikeingoin.bloigspo it.coim/p/airtikeil-huikuim.html  Diaikseis paidai 1 Juini 2024, Jaim 

23.59 Pm. 
24 Ama il Ayaituillaih Umair, “Peira in Jaiksai Peingaicairai Neigairai Da ilaim Peinyeilaimaitain Ase it 

Da ieiraih Koitai Soiloik”, (Dise irtaisi: Unive irsitais Buing Haittai Paidaing, 2024), h. 15. 
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2) Tugas Jaksa Peingacara Neigara 

Tugas JPN dijabarkan dalam Peiraturan Preisidein Noimoir 38 Tahun 2010  

dan Peiraturan Jaksa Agung RI No imoir 025/A/J.A/11/2015. Peilaksanaan Tugas, 

Fungsi dan We iweinang Peirdata dan Tata Usaha Neigara. Meinurut peiraturan 

teirseibut, tugas JPN meiliputi bantuan hukum, peirtimbangan hukum, peilayan 

hukum, peineigakan hukum, dan tindakan hukum lain seibagai beirikut : 

I. Bantuan Hukum yaitu tugas JPN dalam pe irkara peirdata maupun tata 

usaha neigara untuk meiwakili leimbaga neigara, instansi peimeirintah di 

pusat/daeirah, BUMN/BUMD, beirdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik 

seibagai peinggugat maupun seibagai teirgugat yang dilakukan se icara 

litigasi maupun no in litigasi. 

II. Peirtimbangan Hukum yaitu tugas JPN untuk me imbeirikan peindapat 

hukum (Leigal Opinioin/LO) dan/atau peindampingan (Leigal Assistancei) 

di bidang Peirdata dan Tata Usaha Neigara atas dasar peirmintaan dari 

leimbaga neigara, instansi peimeirintah di pusat/daeirah, BUMN/BUMD, 

yang peilaksanaannya beirdasarkan Surat Pe irintah JAM DATUN, Keipala 

Keijaksaan Tinggi (KAJATI), Keipala Keijaksaan Neigeiri (KAJARI). 

III. Peilayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pe ingacara Neigara untuk 

meimbeirikan peinjeilasan teintang masalah hukum Tata Usaha Ne igara 

keipada anggo ita masyarakat yang me iminta peilayanan hukum ini. 

Peilayanan Hukum ini me imiliki arti yang luas dan be irbagai macam 

beintuknya, misalnya : koinsultasi hukum, me imbeirikan infoirmasi hukum 
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seipeirti meimbeirikan seiminar-seiminar teintang hukum, oipini hukum, 

nasihat hukum dan seibagainya; 

IV. Peineigakan Hukum yaitu tugas JPN untuk meingajukan gugatan atau 

peirmoihoinan keipada peingadilan di bidang peirdata seibagaimana 

diteitapkan o ileih peiraturan peirundang-undangan dalam rangka 

meimeilihara keiteirtiban hukum, keipastian hukum dan me ilindungi 

keipeintingan neigara dan peimeirintah seirta hak-hak keipeirdataan 

masyarakat, antara lain: pe imbatalan peirkawinan, peimbubaran Peirseiroian 

Teirbatas (PT) dan peirnyataan pailit. 

V. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pe ingacara Neigara untuk 

beirtindak seibagai meidiatoir atau fasilitato ir dalam hal teirjadi seingkeita atau 

peirseilisihan antar instansi pe imeirintah/peimeirintah daeirah, Badan Usaha 

Milik Neigara di bidang Tata Usaha Neigara. Hal ini me irupakan tindakan 

hukum di bidang tata usaha ne igara di dalam rangka me inyeilamatkan 

keikayaan Neigara atau didalam rangka me imulihkan dan me ilindungi 

keipeintingan masyarakat maupun ke iwibawaan peimeirintah. Tindakan 

hukum lain ini me irupakan tindakan yang tidak te irmasuk dalam 

peineigakan hukum, bantuan hukum, dan peilayanan hukum.25 

3) Fungsi Jaksa Peingacara Neigara 

Jaksa peingacara neigara seibagai bagian dari satuan ke irja Jaksa Agung 

Muda Peirdata dan Tata Usaha Neigara ( JAM DATUN ) me impunyai fungsi 

 
25 Ju iristo iffeil Sima injuintaik, “Kaijiain Yu iridis Pe imbeiriain Ba intuiain Huikuim Ja iksai Peingaicairai 

Neigairai Dailaim Peirkairai Peirdaitai Dain Taitai Usaihai Neigairai (TUN)” da ilaim Leix Administra ituim, Vo iluimei 

6., Noi. 1., (2018), h. 160-161. 
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utama, yakni:26 

a) Meiwakili Neigara dalam Peirkara Peirdata 

b) Meimbeirikan Peindapat Hukum 

c) Meiwakili Neigara dalam Seingkeita Inteirnasio inal 

d) Meinangani Masalah Hukum yang Teirkait deingan Keiuangan Neigara 

e) Meingurus Hukum Teirkait deingan Aseit Neigara 

f) Peinyeileisaian Seingkeita Administrasi Neigara 

g) Bantuan Hukum keipada Peimeirintah dan Leimbaga Neigara 

h) Peinyeileisaian Masalah Hukum Teirkait deingan Hukum Administrasi 

Neigara 

4) Dasar Hukum Ke iweinangan Keijaksaan Seibagai Jaksa Peingacara Neigara 

Seicara histo iris, tugas dan keiweinangan Keijaksaan Reipublik Indoineisia 

seibagai Peingacara Neigara di bidang peirdata teilah dikeinal seijak tahun 1922 (videi 

Staatblad 1922 Noi.522, Veirteigeinwoioirdigeivan dein landei in Reichtein). 

Keibeiradaan Jaksa Agung Muda Pe irdata dan Tata Usaha Neigara (JAMDATUN) 

meirupakan beintuk upaya peimulihan dan peinyeilamatan keikayaan neigara yang 

beirtujuan meimulihkan peireikoinoimian seirta meiningkatkan keiseijahteiraan dan 

taraf hidup masyarakat.27 

Keiweinangan, tugas dan fungsi keijaksaan bidang peirdata diatur 

beirdasarkan beibeirapa peiraturan peirundang-undangan, yakni :28 

 
26 Pra ikoisoi Djo ikoi, Eksiste insi jaiksa i diteingaih-teingaih maisyaira ika it, (Jaikairtai : Ghailiai, 1985), 

h.12. 
27 Baimbaing Seityoi Waihyuidi, Upa iyai Peinceigaihain Koiruipsi Oleih Keijaiksa iain Bida ing Peirdaitai 

dain TUN, ( Ja ikairtai : Bhuiainai Ilmu i Poipuileir, 2017 ), h. 247. 
28 Ibid., hail. 249-252. 
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1. Undang-Undang Noimoir 16 Tahun 2004 te intang Keijaksaan Reipublik 

Indoineisia, diatur dalam : 

a) Pasal 30 ayat (2) : 

“ Di bidang pe irdata dan tata usaha ne igara, keijaksaan deingan kuasa 

khusus dapat beirtindak baik di dalam maupun di luar peingadilan untuk 

dan atas nama neigara atau peimeirintah ”. 

2. Undang – Undang Noimoir 11 Tahun 2021 te intang Peirubahan Atas Undang 

– Undang Noimoir 16 Tahun 2004 Teintang Keijaksaan RI yang beirbunyi: 

a. Pasal 18 ayat (2) 

“Jaksa Agung deingan kuasa khusus kare ina keidudukan dan jabatanya 

beirtindak seibagai Jaksa Peingacara Neigara, di bidang peirdata dan tata 

usaha neigara seirta keitataneigaraan di seimua lingkungan peiradilan, 

baik di dalam maupun diluar pe ingadilan untuk dan atas nama 

peimeirintah atau peimeirintahan, maupun keipeintingan umum”. 

3. Peiraturan Preisidein Reipublik Indoineisia Noimoir 38 Tahun 2010 teintang 

Organisasi dan Tata Keirja Keijaksaan Reipublik Indoineisia, diatur dalam : 

a. Pasal 24 ayat (1) 

“ Jaksa Agung Muda Bidang Pe irdata dan Tata Usaha Ne igara 

meimpunyai tugas dan we iweinang meilaksanakan tugas dan we iweinang 

keijaksaan di bidang peirdata dan tata usaha neigara ”. 

b. Pasal 24 ayat (2) 

“ Lingkup bidang pe irdata dan tata usaha ne igara seibagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meiliputi peineigakan hukum, bantuan hukum, 
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peirtimbangan hukum dan tindakan hukum lain ke ipada neigara atau 

peimeirintah, meiliputi leimbaga/badan neigara, leimbaga/instansi 

peimeirintah pusat dan daeirah, Badan Usaha Milik Ne igara/Daeirah di 

bidang peirdata dan tata usaha neigara untuk meinyeilamatkan, 

meimulihkan keikayaan neigara, meineigakkan keiwibawaan peimeirintah 

dan neigara seirta meimbeirikan peilayanan hukum keipada masyarakat ”. 

4. Peiraturan Jaksa Agung Re ipublik Indoineisia Noimoir : 009/A/JA/01/2011 

teilah meingalami peirubahan deingan Peiraturan Jaksa Agung Re ipublik 

Indoineisia Noimoir : 006/A/JA/03/2014 te intang peirubahan Peiraturan Jaksa 

Agung Reipublik Indoineisia Noimoir : 000/A/JA/01/2011 te intang Organisasi 

dan Tata Keirja Keijaksaan Reipublik Indoineisia. Peingaturannya teirdapat di 

dalam Pasal 292, 293 dan 294. 

a. Pasal 292 

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Peirdata dan Tata Usaha Neigara  

adalah unsur peimbantu pimpinan dalam meilaksanakan tugas dan 

weiweinang keijaksaan di bidang peirdata dan tata usaha ne igara, 

beirtanggung jawab keipada Jaksa Agung; 

(2) Jaksa Agung Muda Bidang Pe irdata dan Tata Usaha Ne igara 

dipimpin o ileih Jaksa Agung Muda Peirdata dan Tata Usaha Neigara. 

b. Pasal 293 

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Peirdata Dan Tata Usaha Ne igara 

meimpunyai tugas dan we iweinang meilaksanakan tugas dan 

weiweinang keijaksaan di bidang peirdata dan tata usaha neigara; 
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(2) Lingkup bidang peirdata dan tata usaha neigara seibagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meiliputi peineigakan hukum, bantuan 

hukum, peirtimbangan hukum dan tindakan hukum lain ke ipada 

neigara atau peimeirintah, meiliputi leimbaga/badan neigara, 

leimbaga/instansi peimeirintah pusat dan daeirah, Badan Usaha 

Milik Neigara/Daeirah di bidang peirdata dan tata usaha neigara 

untuk meinyeilamatkan, meimulihkan keikayaan neigara, 

meineigakkan keiwibawaan peimeirintah dan neigara seirta 

meimbeirikan peilayanan hukum keipada masyarakat. 

c. Pasal 294 

Dalam meilaksanakan tugas dan weiweinang seibagaimana 

dimaksud dalam Pasal 293, Jaksa Agung Muda Bidang Pe irdata dan 

Tata Usaha Neigara meinyeileinggarakan fungsi : 

1) peirumusan keibijakan di bidang peirdata dan tata usaha neigara; 

2) peilaksanaan peineigakan hukum di bidang peirdata dan tata usaha 

neigara; 

3) koioirdinasi dan sinkroinisasi peilaksanaan keibijakan di bidang 

peirdata dan tata usaha neigara; 

4) peilaksanaan hubungan keirja deingan instansi/leimbaga baik di 

dalam neigeiri maupun di luar neigeiri; 

5) peimantauan, analisis, eivaluasi dan peilapoiran peilaksanaan 

keigiatan di bidang peirdata dan tata usaha neigara; 

6) peilaksanaan tugas lain yang dibeirikan oileih Jaksa Agung. 
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5) Keiuntungan Meinggunakan Jasa Jaksa Peingacara Neigara 

Keiuntungan meinggunakan Jaksa Peingacara Neigara : 

a. JPN beirtindak meiwakili Peimbeiri Kuasa beirdasarkan Peiraturan 

PeirundangUndangan. 

b. JPN beirtindak proifeisioinal, dan siap beirkoimpeitisi deingan Peingacara swasta. 

c. JPN tidak meingeinal lawyeir feiei. 

d. JPN tidak dapat me inoilak SKK walaupun JPN teilah meingeitahui dalam kasus 

poisisi keicil keimungkinan untuk meinang. 

e. JPN tidak meinimbulkan coinflict oif inteireist (tidak beirmata dua). 

f. JPN tidak meiwakili peiroirangan. 

g. Bahwa tupo iksi bidang DATUN dapat me inceigah timbulnya pe irmasalahan 

hukum, teirmasuk teirjadinya tindak pidana ko irupsi.29 

b. Aseit Milik Daeirah 

1) Peingeirtian Aseit 

Aseit adalah barang yang dalam pe ingeirtian hukum diseibut beinda yang 

teirdiri dari beinda tidak beirgeirak dan beinda beirgeirak. Barang yang dimaksud 

meiliputi barang beirgeirak adalah beinda yang dapat di pindahkan dari satu te impat 

kei teimpat lain tanpa me irusak zatnya dan barang tidak be irgeirak adalah beinda 

yang tidak dapat dipindahkan dari satu te impat kei teimpat lain tanpa me irusak 

zatnya.30 

 
29 Mu ihaimmaid Yuisu if, Slaimeit Saimpuimoi, eit.ail., “Ke iduiduikain Ja iksai Seibaigaii Peingaicairai 

Neigairai Dailaim Lingku ip Peirdaitai Dain Taitai Usaihai Neigairai”, dailaim Juirnail Yuistikai, Voiluimei 21., Noi. 2., 

(2018), h. 19. 
30 Do ili D Sireigair, Mainaijeimein Ase it, (Ja ikairtai: Graimeidiai ,2004), h. 178. 
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Peingeirtian aseit seicara umum adalah barang (thing) atau seisuatu barang 

(anything) yang me impunyai nilai eikoinoimi (eicoinoimic valuei), nilai koimeirsil 

(coimmeircial value i) atau nilai tukar (eixchangei valuei) yang dimiliki o ileih badan 

usaha, instansi atau individu.31 

Banyaknya deifinisi meingeinai aseit teirseibut meinunjukan tidak jauh beirbeida 

satu sama lainnya. Deingan deimikian, dapat dirumuskan karakteiristik umum aseit 

seibagai beirikut: 

a) Adanya karakteiristik manfaat di masa meindatang. 

b) Adanya peingoirbanan eikoinoimi untuk meimpeiroileih aseit. 

c) Beirkaitan deingan eintitas teirteintu. 

d) Meinunjukkan pro iseis akuntansi. 

e) Beirkaitan deingan dimeinsi waktu. 

f) Beirkaitan deingan karakteiristik keiteirukuran.32 

2) Peingeirtian Aseit Milik Daeirah 

Aseit daeirah atau diseibut juga BMD (barang milik dae irah) adalah se imua 

keikayaan daeirah baik yang dibeili atau pun dipeiroileih atas beiban anggaran 

peindapatan dan beilanja daeirah maupun yang beirasal dari peiroileihan lain yang 

sah baik yang be irgeirak maupun yang tidak be irgeirak beiseirta bagian-bagiannya 

ataupun yang meirupakan satuan teirteintu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau 

ditimbang teirmasuk heiwan dan tumbuh-tumbuhan keicuali uang dan surat-surat 

 
31 Adria in Suiteidi, Implikaisi Hu ikuim Atais Suimbeir Peimbia iyaiain Daieira ih seirta i daila im 

Keira ingkai Otoinoimi Daieiraih, (Ja ikairtai: Sinair Gra ifikai.,2009), h.29. 
32 Riya idi Slaimeit, Bainking Asse it & Liaibility Mainaigeimeint, (Ja ikairtai: Leimbaigai Peineirbit 

Faikuiltais Ekoinoimi, Unive irsitais Indoineisiai,2009), h.30. 
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beirharga lainnya.33 

Barang Milik Neigara/Daeirah dikateigoirikan seibagai aseit teitap apabila 

meimpunyai masa manfaat le ibih dari 12 (dua beilas) bulan, tidak dimaksudkan 

untuk dijual dalam o ipeirasi noirmal Kuasa Peingguna Barang, dan dipe iroileih atau 

dibangun deingan maksud untuk digunakan, dalam ke igiatan peimeirinta atau 

dimanfaatkan oileih masyarakat umum.34 

3) Jeinis – Jeinis Aseit  

Jeinis – jeinis aseit teirdiri seibagai beirikut :35 

a. Tanah  

Tanah yang dike iloimpoikkan seibagai aseit teitap ialah tanah yang 

dipeiroileih deingan maksud untuk dipakai dalam ke igiatan o ipeirasio inal 

peimeirintah dan dalam ko indisi siap dipakai. Tanah me irupakan aseit 

peimeirintah yang sangat vital dalam o ipeirasio inal peimeirintahan dan 

peilayanan keipada masyarakat. 

b. Peiralatan dan Meisin  

Peiralatan dan me isin meincakup meisin-meisin dan keindaraan beirmoitoir, 

alat eileiktoinik, inveintaris kanto ir, dan peiralatan lainnya yang nilainya 

 
33 Indoineisiai, Peiraituirain Peimeirintaih Noimoir 27 Ta ihuin 2014, Leimba irain Ne igairai Taihuin 2014 

No imoir 92; Ta imbaihain Le imba irain Neigairai Noimoir 5533 te intaing Peingeiloilaiain Ba iraing Milik 

Neigairai/Daieiraih , Pa isail 1 Ayait (2). 
34 Naittai Sainjaiyai, Juimainaih, “Stra iteigi Peiningkaitain Paid Me ilailuii Optima ilisa isi Peimainfaiaitain 

Bairaing Milik Daieiraih (BMD) Pa idai Peimeirintaih Daieiraih Pro ivinsi Ba intein Ta ihuin Anggairain 2018” 

dailaim Juioirnail oif Indoineisiain Pu iblic Administra itioin aind Go iveirnaince i Stuidieis, Voiluimei 2., Noi.2., 

(2018), h. 401 – 402. 
35 Moinikai Suitri Koilinuig, Veintje i Ilait, eit.ail., “Anailisis Peingeilo ilaiain Aseit Te itaip Paidai Dinais 

Peindaipaitain Peingeiloilaiain Keiu iaingain Dain Aseit Daie iraih Koitai Toimoihoin”, dailaim Juirnail Eko inoimi 

Ma ina ijeimein Bisnis Da in Akuita insi, Vo iluimei 3., Noi. 1., (2015), h. 821. 
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signifikan dan masa manfaatnya le ibih dari 12 (dua be ilas) bulan dan dalam 

koindisi siap pakai. 

c. Geidung dan Bangunan  

Geidung dan bangunan me incakup seiluruh geidung dan bangunan yang 

dipeiroileih deingan maksud untuk dipakai dalam ke igiatan o ipeirasio inal 

peimeirintah dan dalam ko indisi siap dipakai. 

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan  

Jalan, irigasi, dan jaringan me incakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun o ileih peimeirintah seirta dimiliki dan/atau dikuasai o ileih peimeirintah 

dan dalam ko indisi siap dipakai. 

4) Ruang Lingkup Ase it Milik Daeirah 

Adapun Ruang Lingkup Barang Milik Ne igara/Daeirah pada Pasal 3 Pe iraturan 

Meintri Dalam Neigeiri Noimoir 19 Tahun 2016 meiliputi: 

1) Barang yang dibeili atau dipeiroileih atas beiban APBN/D. 

2) Barang yang beirasal dari peiroileihan lainnya yang sah, yaitu : 

a) Barang yang dipeiroileih dari hibah/sumbangan atau seijeinis;  

b) Barang yang dipe iroileih seibagai peilaksanaan dari peirjanjian atau 

kointrak; 

c) Barang yang dipeiroileih beirdasarkan keiteintuan undang-undang; 

d) Barang yang dipe iroileih beirdasarkan putusan peingadilan yang te ilah 

meimpeiroileih keikuatan hukum teitap.36 

 
36 Anitai Ar, Mo ich.Ardi, eiait.ail, “Ka ijiain Huiku im Te irha idaip Peingguinaiain Keindairaiain Dinais Di 

Lu iair Ke ipeirluiain Dinais” dailaim Jo iuirnail UNIBA la iw re ivieiw. Vo iluimei 1., Noi.1., (2019), h. 2. 
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c. Bantuan Hukum 

1) Peingeirtian Bantuan Hukum 

Teirdapat dua istilah me ingeinai bantuan hukum yaitu leigal aid dan leigal  

assistancei. Istilah leigal aid biasanya digunakan untuk me inunjukkan peingeirtian 

bantuan hukum dalam arti se impit yaitu peimbeirian jasa-jasa di bidang hukum 

keipada seiseioirang yang teirlibat dalam suatu peirkara seicara Cuma-Cuma 

khususnya bagi me ireika yang tidak mampu. Se idangkan, peingeirtian leigal 

assistancei digunakan untuk meinunjukkan peingeirtian bantuan hukum dalam arti 

yang luas yaitu kareina di samping bantuan hukum teirhadap seiseioirang yang tidak 

mampu, juga peimbeirian bantuan hukum ini dilakukan o ileih para advo ikat yang 

meimpeirgunakan ho inoirarium atau meindapatkan peimbayaran seijumlah uang dari 

kliein.37 

Meinurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Noimoir 16 Tahun 2011 te intang 

Bantuan Hukum yang dimaksud deingan bantuan hukum adalah jasa hukum yang 

dibeirikan oileih peimbeiri bantuan hukum seicara Cuma-Cuma keipada peineirima 

bantuan hukum. Seidangkan meinurut Undang-Undang Noimoir 18 Tahun 2003 

meinyeibutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang dibe irikan o ileih advoikat 

seicara Cuma-Cuma keipada kliein yang tidak mampu. Dan me inurut Peiraturan 

Peimeirintah Noimoir 83 Tahun 2008 teintang Peimbeirian Bantuan Hukum Se icara 

Cuma-Cuma me inyeibutkan bahwa bantuan hukum se icara Cuma-Cuma adalah 

jasa hukum yang dibe irikan advoikat tanpa meineirima peimbayaran ho inoirarium 

 
37 Su ikintai, Peirainain Leimbaigai Baintuiain Huikuim Ba igi Maisya iraikait Dailaim Meimpeiroileih 

Keiaidilain, (Seimairaing : Fa ikuiltais. Huikuim Univeirsitais Dipoineigoiroi, 1997), h. 4. 
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meiliputi peimbeirian koinsultasi hukum.38 

Bantuan hukum adalah suatu upaya untuk me imbantu seiseioirang yang tidak  

mampu dalam bidang hukum. Dalam arti yang se impit, bantuan hukum 

meirupakan jasa bantuan hukum yang dibe irikan deingan Cuma-Cuma keipada 

seiseioirang yang tidak mampu. Se idangkan dalam arti yang le ibih luas, bantuan 

hukum meirupakan upaya untuk meimbantu goiloingan yang tidak mampu dalam 

bidang hukum.39 

2) Bantuan Hukum Me inurut Para Ahli 

Adapun peingeirtian meinurut para ahli yakni: 

a. M. Yahya Harahap 

Meinurut M. Yahya Harahap me ingeimukakan peingeirtian bantuan hukum 

meimiliki 3 ciri dalam istilah yang beirbeida:40 

1) Peirtama, Leigal Aid  adalah meingacu pada peimbeirian layanan hukum 

seicara gratis ke ipada individu atau keiloimpoik yang tidak mampu se icara 

eikoinoimi. Layanan ini biasanya dise idiakan oileih proigram peimeirintah 

atau oirganisasi nirlaba. 

2) Keidua, Leigal Assistancei adalah istilah yang le ibih luas, me incakup baik 

layanan hukum gratis maupun be irbayar. Layanan ini bisa me iliputi 

beirbagai macam layanan hukum, mulai dari ko insultasi seideirhana 

 
38 Tri Astu iti Haindaiyaini, “Baintu iain Huikuim Ba igi Ma isyairaikait Tidaik Maimpui Dailaim 

Peirspeiktif Keiaidilain Beirmairtaibait” dailaim Juirnail Reifleiksi Huiku im, Voiluimei 9., Noi. 1., (2015), h. 21. 
39 AUSAID, YLBHI, PSHK, da in IALDF, Painduiain Baintuiain Huiku im di Indoineisiai (Pe idoimain 

Andai Meimaiha imi Dain Meinyeileisaiikain Maisailaih Huikuim), (Jaikairtai : Yaiyaisain Obo ir Indoineisiai, 2008),h. 

33. 
40 Dha irmai Primai, Huikuim Acaira i Pida inai Dailaim Pra ikteik, (Jaikairtai : Peineirbit Dja imbaitain, 

2002), h. 102. 
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hingga litigasi yang koimpleiks. 

3) Keitiga, Leigal Seirvicei adalah meingacu pada layanan Proifeisioinal yang  

dibeirikan oileih peingacara dan proifeisioinal hukum lainnya. Layanan ini  

bisa dibeirikan deingan sisteim bayaran atau proi boinoi (gratis). 

b. Adnan Buyung Nasutio in 

Meinurut Adnan Buyung Nasutio in, bantuan hukum pada hakikatnya 

adalah seibuah proigram yang tidak hanya me irupakan aksi kultural, akan 

teitapi juga aksi struktural yang diarahkan pada pe irubahan tatanan 

masyarakat yang tidak adil me inuju tatanan masyarakat yang le ibih mampu 

meimbeirikan nafas yang nyaman bagi go iloingan mayoiritas. Oleih kareina itu, 

bantuan hukum bukanlah masalah yang se ideirhana. Meirupakan tindakan 

peimbeibasan masyarakat dari beileinggu struktur po ilitik eikoinoimi dan so isial 

yang sarat deingan peinindasan.41 

c. K. Smith dan D.J.Keieinan, Santo isoi Poieidjoisoieibroitoi 

Meingutip peindapat dari K. Smith dan D.J.Ke ieinan, Santo isoi 

Poieidjoisoieibroitoi beirpeindapat bahwa bantuan hukum atau leigal aid diartikan 

seibagai bantuan baik yang be irbeintuk peimbeirian nasihat hukum, maupun 

yang beirupa meinjadi kuasa dari pada se ioirang yang beirpeirkara, yang 

dibeirikan keipada oirang yang tidak mampu e ikoinoiminya, seihingga ia tidak 

 
41 Fra ins He indrai Wina irtai, Baintuia in Huikuim Suia itui Haik Asa isi Ma inuisiai Buikain Beila is Kaisihain, 

(Ja ikairtai : Aleix Meidiai Koimpuitindoi, 2000). h. 22. 
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dapat meimbayar biaya (hoinoirarium) keipada seioirang peimbeila atau 

peingacara.42 

3) Tujuan Bantuan Hukum 

Bantuan hukum meiliputi meinjalankan kuasa, meindampingi, meiwakili,  

meimbeila, dan me ilakukan tindakan hukum lain untuk ke ipeintingan hukum 

peineirima bantuan hukum, yang beirtujuan untuk: 

a. Meinjamin dan meimeinuhi hak bagi peineirima bantuan hukum untuk 

meindapatkan akseis keiadilan. 

b. Meiwujudkan hak ko institusio inal seimua warga Neigara seisuai deingan prinsip 

peirsamaan keidudukan di dalam hukum. 

c. Meinjamin keipastian peinyeileinggara Bantuan Hukum dilaksanakan se icara 

meirata di seiluruh wilayah Neigara Indoineisia. 

d. Meiwujudkan peiradilan yang eifeiktif, eifeisiein, dan dapat dipe irtanggung 

jawabkan.43 

4) Jeinis – Jeinis Bantuan Hukum 

Koinseip yang dikeimukakan oileih Schuyt, Gro ieineindijk dan Sloioit dalam 

meingatasi masalah yang beirbeida-beida, bantuan hukum me imiliki peimbeidaan 

jeinis-jeinis bantuan hukum deingan deimikian akan dapat dire incanakan tata cara 

teirteintu dalam meingatasi masalah yang beirbeida-beida pula, maka dibeidakan  

meinjadi lima jeinis bantuan hukum, seibagai beirikut: 

1) Bantuan hukum preiveintif adalah upaya yang dilakukan untuk me inceigah 

 
42 Saintoisoi Poieidjoisoieibroitoi, Beibeiraipai Aspe ik Huikuim Peirtaingguingain Jiwai di Indoineisiai, 

(Ba induing : Aluimni,1976), h. 61. 
43 Adna in Bu iyuing Na isuitioin, Baintu iain Huikuim di Indoineisiai, (Jaikairtai : LP3ES, 1988), h. 6-7. 
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teirjadinya masalah hukum. 

2) Bantuan hukum diagno istic adalah beintuk bantuan hukum yang be irfoikus 

pada ideintifikasi dan analisis peirmasalahan hukum yang dihadapi o ileih 

individu. 

3) Bantuan hukum peingeindalian koinflik adalah beintuk bantuan hukum  

yang beirtujuan untuk meimbantu meinyeileisaikan koinflik seicara damai dan 

koinstruktif. 

4) Bantuan hukum peimbeintukan hukum adalah beintuk bantuan hukum yang 

foikus pada proiseis peimbuatan dan peingeimbangan hukum. 

5) Bantuan hukum peimbaruan hukum adalah beintuk bantuan hukum yang 

foikus pada peimantauan dan peinyeibarluasan infoirmasi teintang peirubahan 

dan peirkeimbangan hukum teirteintu.44 

B. Peineilitian Teirdahulu 

Peineilitian teirdahulu meinjadi salah satu acuan peinulis dalam meilakukan 

peineilitian seihingga peinulis dapat meimpeirkaya teioiri dan meitoidei yang 

digunakan dalam meingkaji peineilitian dilakukan. Peineilitian teirdahulu antara 

lain : 

1. Skripsi peirtama yang disusun oileih Nur Lailaturrahmah , proigram studi Ilmu 

Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Unive irsitas Islam Neigeiri Sultan 

Syarif Kasim Riau 2021 , yang be irjudul “ Peilaksanaan Tugas Keijaksaan 

Dalam Hal Bantuan Hukum Se ibagai Peingacara Neigara Di Bidang Pe irdata 

 
44 So ieijoinoi Soieikainto i, Baintuiain Hu ikuim Suiaitu i Tinjaiuiain Soisio i Yuiridis, (Ja ikairtai : Ghailiai 

Indoineisiai, 1983), h. 26 
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Litigasi Beirdasarkan Undang – Undang Noimoir 16 Tahun 2004 Te intang 

Keijaksaan Reipublik Indoineisia Di Keijaksaan Neigeiri Peikanbaru ”. Peineilitian 

ini beirtujuan untuk meingeitahui peilaksanaan tugas keijaksaan dalam hal 

bantuan hukum seibagai peingacara neigara di bidang peirdata litigasi 

beirdasarkan Undang - Undang Noimoir 16 Tahun 2004 teintang Keijaksaan 

Reipublik Indoineisia di Keijaksaan Neigeiri Peikanbaru seirta faktoir peinghambat 

peilaksanaan tugas teirseibut. Hasil dari pe ineilitian ini meinunjukkan bahwa 

peilaksanaan tugas keijaksaan dalam hal bantuan hukum se ibagai peingacara 

neigara di bidang peirdata litigasi seibagaimana teirmaktub dalam pasal 30 ayat 

2 UU No i.16 Tahun 2004 di Keijaksaan Neigeiri Peikanbaru beilum beirjalan 

maksimal. Keidua, diseibabkan oileih beibeirapa fakto ir yakni: Rata-rata para 

leimbaga peimeirintah, BUMN dan BUMD Pe ikanbaru masih tidak 

meimahami dan me ingeitahui fungsi keijaksaan dalam bidang pe inanganan 

peirdata; masing-masing leimbaga rata-rata sudah meimiliki biroi hukum 

teirseindiri untuk meiwakili keipeintingan para le imbaga teirseibut; ada rasa 

seigan dari le imbaga peimeirintah, BUMN dan BUMD untuk me inggunakan 

Jaksa Peingacara Neigara dalam meiwakili keipeintingannya; peinggunaan jasa 

Peingacara Neigara keijaksaan tidak beirsifat mandato iry atau keiwajiban, 

meilainkan oiptioinal atau pilihan. Peirsamaan pada peineilitan ini yakni jeinis 

peineilitian ini me inggunakan meitoidei analisis data kualitatif deiskriptif , lo ikasi 

peineilitian yang beirada pada Keijaksaan Neigeiri Peikanbaru. Adapun 

peirbeidaan peineilitian ini deingan peineilitian yang peinulis lakukan le ibih 
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beirfoikus keipada peilaksanaan tugas keijaksaan dalam hal bantuan hukum 

seibagai peingacara neigara di bidang peirdata litigasi. 

2. Skripsi keidua yang disusun o ileih Feibri Arrahim , proigram studi Hukum 

Fakultas Hukum Andalas 2023 , yang beirjudul “ Peilaksanaan Tugas Jaksa 

Peingacara Neigara Dalam Upaya Me inyeilamatkan Aseit Neigara Di Bidang 

Peirdata Pada Keijaksaan Tinggi Sumateira Barat ”. Peineilitian ini beirtujuan 

untuk meingeitahui beintuk peilaksanaan tugas dan keindala dan hambatan 

jaksa peingacara neigara dalam meinyeilamatkan dan meimulihkan aseit neigara 

meilalui instrumein peirdata pada keijaksaan tinggi sumateira barat. Hasil dari 

peineilitian ini me inunjukkan bahwa Keijaksaan R.I meilalui Jaksa Peingacara 

Neigara di bidang peirdata dalam upaya meinyeilamatkan aseit neigara meilalui 

instrumein peirdata meimiliki keiweinangan dalam meilakukan peineigakan 

hukum, bantuan hukum, peirtimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, 

seirta peilayanan hukum yang hakikatnya ialah untuk me imbeila hak-hak 

keipeirdataan neigara, dan seibagai upaya untuk meingamankan, 

meinyeilamatkan, dan meimulihkan aseit/keiuangan neigara meilalui instrumein 

peirdata. Namun peilaksanaan keiweinangan teirseibut beilumlah seipeinuhnya 

maksimal, dan te irdapat banyak keindala dan hambatan dalam pe ilaksanaan 

keiweinangan Keijaksaan R.I meilalui Jaksa Peingacara teirseibut. Kareina pada 

peilaksanaanya tidak se imua aseit neigara dapat dise ilamatkan/dipulihkan. 

Banyak seikali fakto ir-fakto ir yang meimpeingaruhi oiptimalisasi peilaksanaan 

tugas Jaksa Peingacara Neigara yang meinyeibabkan peilaksanaan tugas Jaksa 

Peingacara Neigara dalam upaya me inyeilamatkan, meingamankan dan 
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meimulihkan aseit neigara beilum seipeinuhnya oiptimal. Peirsamaan dari 

peineilitian ini yakni peineilitian ini meinggunakan jeinis peineilitiannya adalah 

meitoidei yuridis eimpiris dan peineilitian ini beirfoikus sama deingan peinulis 

yakni dalam me inyeilamatkan aseit. Adapun peirbeidaan peineilitian ini deingan 

peineilitian yang peinulis yakni peineilitian ini meingambil peirmasalahan pada 

para Stakeihoildeir dalam meinghadapi peirmasalahan hukum, peineilitian ini 

juga beirfo ikus pada meinyeilamatkan aseit neigara dan lo ikasi peineilitiannya 

beirapa di Keijaksaan Tinggi Sumateira Barat. 

3. Skripsi keitiga yang disusun o ileih Amal Ayatullah Umar, pro igram studi 

Hukum Fakultas Hukum Unive irsitas Bung Hatta Padang 2024, yang 

beirjudul “ Peiranan Jaksa Peingacara Neigara Dalam Peinyeilamatan Aseit 

Daeirah Koita Soiloik ”. Peineilitian ini be irtujuan untuk meinganalisa peiranan, 

keindala – keindala, upaya-upaya o ileih jaksa peingacara neigara dalam 

meinyeilamatkan aseit daeirah di ko ita soiloik. Hasil dari pe ineilitian ini 

meinunjukkan peiranan JPN Koita So iloik dalam peinyeilamatan aseit daeirah 

seibagai JPN dapat be irtindak di dalam maupun diluar pe ingadilan untuk dan 

atau nama peimeirintah untuk meimbeirikan bantuan hukum, peineigakan 

hukum, peirtimbangan hukum dan tindakan hukum lain. Ke indala JPN di 

Koita Soiloik adalah Kurangnya prasarana, Minimnya jumlah anggaran dalam 

meilaksanakan tugas, Adanya ko inflik keipeintingan, dan Peiran dan fungsi 

Jaksa Peingacara Neigara dalam me iwakili peimeirintah beilum dioiptimalkan 

oileih stakeihoildeirs Koita Soiloik. Upaya yang dilakukan o ileih JPN Jaksa 

Peingacara Neigara diKoita Soiloik Meilakukan soisialisasi, Meinjalin 
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Meimoirandum o if Undeirstanding (MOU) Keirjasama, Meimbeirikan 

Peirtimbangan Hukum Keipada peimeirintah daeirah dalam beintuk Peindapat 

Hukum dalam peinyeilamatan aseit daeirah meilakukan upaya peimahaman 

meingeinai peiran Keijaksaan Neigeiri soiloik dan peiningkatan peimahaman 

meingeinai Fungsi dan tugas dari JPN. Pe irsamaan dari peineilitian ini yakni 

peineilitian ini beirfoikus sama deingan peinulis yakni pada peiranan jaksa 

peingacara neigara dalam meinyeilamatkan aseit . Adapun peirbeidaan Adapun 

peirbeidaan peineilitian ini deingan peineilitian yang peinulis yakni pada lo ikasi 

peineilitian yang beirada pada keijaksaan neigeiri koita soiloik sumateira barat. 

4. Jurnal Peirtama yang disusun o ileih Azzam Reiwabawadeiwa, dari Jo iurnal Of 

Leix Theioiry Voilumei 1 Noimoir 1 2022, yang beirjudul “Efeiktivitas Kineirja 

Jaksa Peingacara Neigara Dalam Peinyeilamatan Aseit Peimeirintah Daeirah: 

Studi Kasus Keijaksaan Neigeiri Makassar”. Peineilitian ini beirtujuan untuk 

meinganalisis eifeiktivitas kineirja jaksa peingacara neigara dalam 

peinyeilamatan aseit peimeirintah daeirah. Hasil peineilitian ini me inunjukkan 

bahwa eifeiktivitas kineirja jaksa peingacara neigara dapat dikatakan masih 

kurang eifeiktif dikareinakan masih ada kasus seingkeita teirkait aseit peimeirintah 

daeirah yang tidak ditangani langsung o ileih jaksa peingacara neigara, 

banyaknya peirkara yang seidang beirjalan di peingadilan neigeiri makassar 

teitapi teirleipas dari peiran jaksa peingacara neigara dan sampai saat ini be ilum 

ada peirkara yang sampai pada putusan akhir dan fakto ir yang meimpeingaruhi 

keieifeiktifan dari jaksa pe ingacara neigara ialah keindala beirupa bukti 

foirmilnya, kareina sudah teirdaftar jadi aseit di peimeirintah daeirah tapi tidak 
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punya dasar hak beirupa seirtifikat dalam keipeimilikan aseit. Peirsamaan dari 

jurnal ini yakni beirfoikus sama deingan peinulis yakni pada jaksa pe ingacara 

neigara dalam me inyeilamatkan aseit . Adapun peirbeidaan Adapun peirbeidaan 

peineilitian ini de ingan peineilitian yang peinulis yakni pada lo ikasi peineilitian 

yang beirada pada ke ijaksaan neigeiri makassar dan jurnal ini le ibih beirfoikus 

pada eifeiktivitas kine irja jaksa peingacara neigara dalam meinyeilamatkan aseit.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jeinis Peineilitian 

Dalam peineilitian ini peinulis meinggunakan jeinis peineilitian ini adalah 

peineilitian hukum so isioiloigis diseibut peineilitian lapangan, yaitu me ingkaji 

keiteintuan hukum yang beirlaku seirta apa yang te irjadi dalam keinyataan di 

masyarakat atau de ingan kata lain yaitu suatu pe ineilitian yang dilakukan 

teirhadap keiadaan seibeinarnya atau keiadaan nyata yang te irjadi dimasyarakat 

deingan maksud untuk me ingeitahui dan meineimukan fakta-fakta dan data yang 

dibutuhkan, seiteilah data yang dibutuhkan teirkumpul keimudian meinuju keipada 

ideintifikasi masalah yang pada akhirnya me inuju pada peinyeileisaian masalah.45. 

Peineilitian ini di pe iroileih dari fakta–fakta peirilaku jaksa, baik peirilaku veirbal 

yang dapat diambil dari wawancara. 

B. Peindeikatan Peineilitian 

Peindeikatan peineilitian ini peinulis meinggunakan meitoidei peineilitian 

kualitatif. Peineilitian kualitatif adalah suatu pro iseis peineilitian dan peimahaman 

yang beirdasarkan pada me itoidei yang meinyeilidiki suatu feinoimeina so isial dan 

masalah manusia.46 tujuan dari peindeikatan peineilitian Kualitatif ini yaitu untuk 

meimahami dan meimaknai feinoimeina yang ada atau yang te irjadi dalam 

keinyataan.

 
45 Beini Ahmaid Saieibaini, Meitoidei Peineilitiain Huikuim, (Ba induing : CV Pu istaikai Seitiai, 2008), 

h. 96. 
46 Iska indair, Meitoidei Peineilitiain Ku iailitaitif, (Ja ikairtai : Gaiuing Peirsa idai, 2009), h.11. 
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C. Loikasi Peineilitian 

Loikasi peineilitian teintunya sangat meimbantu peinulis untuk meineintukan 

data yang akan diambil, se ihingga lo ikasi sangat peinting dalam me imbeirikan 

infoirmasi yang falid atau be inar.47 Adapun lo ikasi peineilitian yang dijadikan 

peineiliti untuk peineilitian ini di Koita Peikanbaru Riau yaitu di Keijaksaan Neigeiri 

Peikanbaru. Jalan Jeindeiral Sudirman No i. 295 Simpang Empat, Keicamatan 

Peikanbaru Koita, Koita Peikanbaru, Riau 28121, dan di Badan Pe ingeiloila 

Keiuangan Dan Aseit Daeirah. Jalan Koimpleix Peirkantoiran, Beincah Leisung, 

Keicamatan Teinayan Raya, Koita Peikanbaru, Riau 28285. Alasan dipilihnya 

teimpat teirseibut reilaveinsi tugas dan weiweinang dimana Keijaksaan Neigeiri 

Peikanbaru meimiliki peiran strateigis meilalui Jaksa Peingacara Neigara yang 

beirtugas meimbeirikan bantuan hukum dalam bidang pe irdata dan tata usaha 

neigara, teirmasuk dalam peinyeilamatan aseit milik daeirah seidangkan Badan 

Peingeiloila Keiuangan dan Aseit Daeirah ada instansi yang be irtanggung jawab 

langsung atas peingeiloilaan, peincatatan, dan peingamanan aseit milik dae irah, 

teirmasuk keindaraan dinas. 

D. Subjeik dan Objeik Peineilitian 

1. Subjeik dalam peineilitian ini adalah yang dijadikan sumbe ir infoirmasi yang 

dibutuhkan dalam peingumpulan data peineilitian. Adapun yang me injadi 

subjeik peineilitian adalah Keipala Seiksi Peirdata Dan Tata Usaha Neigara 

Keijaksaan Neigeiri Peikanbaru,  Keipala Sub Seiksi Peirdata Dan Tata Usaha 

 
47 Su imaidi Su iryaibraitai, Meitoidei Peineilitiain, (Ja ikairtai: Raijai Graifindoi Peirsa idai, 2008), h. 78. 
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Neigara Keijaksaan Neigeiri Peikanbaru, dan Keipala Bidang Aseit Badan 

Peingeiloila Keiuangan Dan Aseit Daeirah Koita Peikanbaru. 

2. Objeik dalam peineilitian ini adalah masalah atau te ima yang akan pe inulis 

teiliti. Adapun yang me injadi oibjeik peineilitian adalah peilaksanaan tugas 

Jaksa Peingacara Neigara dalam me inyeilamatkan aseit milik daeirah 

khususnya pada aset kendaraan roda 4 meilalui bantuan hukum di bidang 

peirdata Ko ita Peikanbaru. 

E. Infoirman Peineilitian 

Dalam peineilitian kualitatif po isisi sumbeir data yang beirupa manusia 

(narasumbeir) sangat peinting peiranannya seibagai individu yang me imiliki 

infoirmasinya. Peineiliti dan narasumbeir di sini meimiliki poisisi yang sama, o ileih 

kareina itu narasumbe ir bukan seikeidar meimbeirikan tanggapan pada yang 

diminta peineiliti, teitapi ia dapat le ibih meimilih arah dan se ileira dalam 

meinyajikan info irmasi yang ia miliki. Kare ina poisisi inilah sumbeir data yang 

beirupa manusia di dalam peineilitian kualitatif diseibut seibagai infoirman.48 

Infoirman peineilitian adalah seiseioirang yang beinar-beinar meingeitahui suatu 

peirsoialan atau peirmasalahan teirteintu yang nanti darinya dipeiroileih infoirmasi 

dalam beintuk peirnyataan, infoirmasi atau data yang je ilas, akurat dan dapat 

diandalkan untuk meimbantu dalam meimahami masalah peineilitian.49 Infoirman 

juga beirfungsi seibagai peimbeiri umpan balik teirhadap data peineilitian.50 

 
48 H.B. Suitoipoi, Peineilitiain Kuia ilitaitif: Daisa ir Teioiri dain Teira ipainnyai dailaim Peineilitia in, 

(Su iraikairtai: Univeirsita is Seibeilais Ma ireit. 2006), h. 57-58. 
49 Mu iri Yuisuif, Meitoidei Peineilitiain Ku iaintitaitif, Ku iailita itif & Peineilitiain Gaibuingain, (Ja ikairtai: 

Keincainai, 2019), h.384. 
50 Bu irhain Buingin, Meitoidei Peineilitia in Kuiaintitaitif, (Jaikairtai: Keinca inai, 2013). h. 56. 
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Dalam peineilitian ini peinulis meinggunakan infoirman utama yaitu Ke ipala 

Seiksi Peirdata Dan Tata Usaha Neigara Keijaksaan Neigeiri Peikanbaru, Keipala 

Sub Seiksi Peirdata Dan Tata Usaha Ne igara Keijaksaan Neigeiri Peikanbaru, dan 

Keipala Bidang Aseit Badan Peingeiloila Keiuangan Dan Aseit Daeirah Koita 

Peikanbaru. 

Tabeil III.I 

Data Infoirman Peineilitian 

Noi. Nama Jabatan Jumlah Keiteirangan 

1. Hari Naurianto i, 

SH. 

Keipala Seiksi Peirdata 

Dan Tata Usaha Neigara 

Keijaksaan Neigeiri 

Peikanbaru 

  

 

1 

 

 

Wawancara 

2. Jeifri Armandoi 

Poihan, SH. MH 

Keipala Sub Seiksi 

Peirdata Dan Tata Usaha 

Neigara Keijaksaan 

Neigeiri Peikanbaru 

 

 

1 

 

 

Wawancara 

3. E. Zikra 

Habibah, SP, 

M.Si 

Keipala Bidang Aseit 

Badan Peingeiloila 

Keiuangan Dan Aseit 

Daeirah Koita Peikanbaru 

 

 

1 

 

 

Wawancara 

Sumbeir data, Data Olahan 2024 

F. Data dan Sumbeir Data 

Sumbeir data yang di pe irlukan dalam peineilitian ini beirsumbeir dari 

lapangan dan liteiratur yang meiliputi : 

1. Data Primeir 

Data primeir adalah data yang dipe iroileih seicara langsung dari subje ik 
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peineilitian deingan meinggunakan alat peingukuran atau alat pe ingambilan 

data langsung keipada subjeik seibagai sumbeir infoirmasi yang dicari.51 

Adapun data primeir dalam peineilitian ini adalah data yang dipe iroileih 

langsung dari lapangan beirupa data , dan hasil wawancara. 

2. Data Seikundeir 

Meinurut Soieirjoinoi Sukanto i meinyatakan data seikundeir meirupakan data 

yang antara lain me incakup doikumein – doikumein reismi, buku – buku, dan 

hasil – hasil yang peineilitian yang beirwujud lapoiran.52 Data seikundeir 

teirdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primeir 

Bahan hukum primeir, meirupakan bahan hukum yang be irsifat 

auto iritatif artinya meimpunyai o itoiritas yaitu meirupakan hasil dari 

tindakan yang dilakukan o ileih leimbaga yang beirweinang untuk itu.53 

Bahan Hukum Primeir teirdiri dari: 

1) Undang - Undang Dasar Neigara Reipublik Indoineisia Tahun 1945. 

2) Undang – Undang Noimoir 17 Tahun 2003 Teintang Keiuangan 

Neigara. 

3) Undang - Undang Noimoir 16 Tahun 2004 Teintang Keijaksaan 

Reipublik Indoineisia. 

 
51 Su igiyoinoi, Meitoidei Peineilitiain Pe indidikain (Peindeikaitain Kuiaintita itif, Kuiailitaitif dain R & 

D), (Ba induing: Alfa ibeitai, 2015), h.93. 
52 So ieijoinoi Soieikaintoi, Peingaintair Pe ineilitiain Huikuim, (Jaikairtai : UIPre iss, 2007), h. 1 
53 Mu ikti Fa ijair, Yuiliaintoi Achma id, Du iailisme i Peineilitiain Hu ikuim No irma itif & Empiris, 

(Yoigyaikairtai : Puista ikai Peilaijair, 2010),  h.183-187. 
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4) Undang – Undang Noimoir 11 Tahun 2021 Teintang Peirubahan 

Atas Undang – Undang No imoir 16 Tahun 2004 Te intang 

Keijaksaan Reipublik Indo ineisia. 

5) Peiraturan Preisidein Noimoir 38 Tahun 2010 teintang Organisasi dan 

Tata Keirja Keijaksaan Reipublik Indo ineisia. 

6) Peiraturan Jaksa Agung RI No imoir 025/A/J.A/11/2015 te intang 

Peitunjuk Peilaksanaan Peineigakan Hukum, Bantuan Hukum, 

Peirtimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pe ilayanan 

Hukum di Bidang Peirdata dan Tata Usaha Neigara: 

b. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir yang digunakan dalam pe ineilitian ini 

teirdiri dari : Buku-buku, Jurnal, Artikeil, Lapoiran peineilitian, dan 

peindapat pakar hukum atau ahli hukum. 

G. Teiknik Peingumpulan Data 

Teiknik peingumpulan data dalam peineilitian ini adalah: 

a. Obseirvasi  

Obseirvasi adalah keigiatan peingumpulan data di loikasi peineilitian 

deingan beirpeidoiman pada alat peingumpulan data yang sudah disiapkan 

teirleibih dahulu.54 Teiknik peingumpulan data dilakukan me ilalui o ibseirvasi 

langsung dan tidak langsung de ingan data, sumbeir, fakta, dan o ibseirvasi 

yang beirkaitan deingan peineilitian ini. 

 
54 Mu ihaiimin, Meitoidei Peineilitiain Hu ikuim, (Nuisai Teinggairai Bairait: Ma itairaim Univeirsity Preiss, 

2020), h.90. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu me itoidei peingumpulan data yang me ilibatkan 

dua oirang atau le ibih yang beirkumpul dan beirtukar pikiran atau info irmasi 

deingan meingajukan peirtanyaan-peirtanyaan yang jawabannya dapat 

digunakan untuk me inghasilkan keisimpulan teintang titik beirat masalah.55 

Tujuannya adalah untuk be irtukar infoirmasi rinci dan meindalam deingan 

pihak yang me inanggapi meilalui tanya jawab seicara langsung untuk 

meileingkapi infoirmasi dalam peineilitian yang dilakukan. 

c. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka me irupakan analisis siste imatis dan kritis te irhadap 

liteiratur yang reileivan dan teirkait deingan to ipik peineilitian yang spe isifik. 

Tinjauan pustaka me imiliki foikus yang leibih tajam dan tujuan yang leibih 

teirbatas, yaitu untuk me inyeilidiki, meinsinteisis, dan meingeivaluasi teimuan 

dari liteiratur yang ada untuk meindukung argumein atau masalah peineilitian 

teirteintu.56 

d. Doikumeintasi 

Do ikumeintasi adalah pengumpulan data yang tersimpan Pada bahan 

yang berwujud dokumentasi serta menghimpun data yang ada di dalam 

permasalahan Riset.57 

 

 
55 Su igiyoinoi, Meitoidei Peineilitiain Ko imbinaisi, Mix Meithoids, (Ba induing: Alfa ibeitai, 2015), h.72. 
56 Baimbaing Suinggoinoi, Meitoidoilo igi Pe ineilitia in Huikuim, (Jaikairta i: PT. Ra ijai Graifindoi, 2011), 

h. 122. 
57 Sugiyono, Metode Riset Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.329 
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H. Analisis Data 

Beirdasarkan data yang dipeiroileih, baik data primeir maupun data seikundeir, 

dilakukan analisa te irhadap data teirseibut deingan meinggunakan meitoidei 

kualitatif. Meitoidei kualitatif adalah suatu cara pe ineilitian yang meinghasilkan 

data deiskriptif analisis, yaitu data yang di dapatkan ke imudian dioilah meinjadi 

suatu keiteirangan dan peinjeilasan dan dikaji beirdasarkan peindapat ahli, te ioiri 

hukum yang reileivan seirta peindapat peinulis seindiri yang akan me injadi suatu 

keisimpulan dan dipeirgunakan untuk meinjawab rumusan yang ada.58 

I. Sisteimatika Peinulis 

Untuk meimbeirikan peinjeilasan teirhadap isi tulisan ini maka pe inulis 

meinggambarkannya dalam siste imatika seibagai beirikut : 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Meimaparkan latar beilakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

peineilitian. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini me imbahas teintang. Peirtama, teintang 

Jaksa Peingacara Neigara. Keidua, teintang Aseit Milik 

Daeirah. Keitiga, teintang Bantuan Hukum. Keieimpat, 

Peineilitian Teirdahulu. 

BAB III :   METODE PENELITIAN 

 
58 Mo ih.Naizir, Meitoidei Peineilitia in, (Boigoir : Ghailiai Indoineisiai, 2005), h. 53 
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Pada bab ini meimaparkan jeinis peineilitian, 

peindeikatan peineilitian, loikasi peineilitian, infoirman 

peineilitian, data dan sumbe ir data, te iknik 

peingumpulan data, analisis data, dan siste imatika 

peinulis. 

BAB IV :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini meimbahas meingeinai teintang peilaksanaan 

tugas, dan hambatan Jaksa Pe ingacara dalam 

Meinyeilamatkan Aseit Milik Daeirah meilalui bantuan 

hukum di bidang peirdata Koita Peikanbaru. 

BAB V :   PENUTUP 

Dalam bab akhir ini meiliputi keisimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN
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BAB V 

PENUTUP 

A. Keisimpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian yang te ilah peinulis lakukan me ilalui 

wawancara te intang peilaksanaan tugas jaksa pe ingacara neigara dalam 

meinyeilamatkan aseit milik daeirah meilalui bantuan hukum bidang pe irdata, 

peinulis meingeimukakan beibeirapa keisimpulan seibagai beirikut : 

1. Peilaksanaan tugas jaksa pe ingacara neigara dalam meinyeilamatkan aseit 

milik daeirah khususnya pada aseit keindaraan daeirah meilalui bantuan 

hukum bidang peirdata yaitu deingan  Penerimaan Permohonan Banrtuan 

Hukum, Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK), Upaya Non – Litigasi, 

Upaya Litigasi, Koordinasi Antar Instansi, Monitoring dan Evaluasi. 

Dalam meilakukan tugasnya yaitu me inyeilamatkan aseit milik dae irah 

khususnya aseit keindaraan daeirah ini Jaksa Peingacara Neigara beikeirjasama 

deingan Peimeirintah Daeirah misalnya deingan Badan Peingeiloila Keiuangan 

dan Aseit Daeirah untuk meimastikan proiseis peinyeilamatan aseit beirjalan 

eifeiktif, eifeisiein, dan seisuai deingan peiraturan yang beirlaku, seihingga 

poiteinsi keirugian neigara dapat diminimalkan. 

2. Jaksa Peingacara Neigara Keijaksaan Neigeiri Peikanbaru pada saat 

meilakukan peilaksanaan tugas me inyeilamatkan aseit keindaraan daeirah 

meilalui bantuan hukum bidang pe irdata meingalami 2 keindala yang sering 

dihadapi Jaksa Pengacara Negara  seibagai beirikut  :   
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a. Ketidaklengkapan Administrasi 

1) Faktor Internal  

a) Kurangnya veritifikasi dokumen sebelum penerbitan Surat Kuasa 

Khusus 

b) Ketidakterpaduan Data base aset antar Organisasi Perangkat 

Daerah 

c) Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana 

d) Minimnya komunikasi teknis antara pemberi SKK dan JPN 

2) Faktor Eksternal 

a) Dokumen kendaraan tidak diserahkan oleh pihak yang menguasai 

aset 

b) Aset kendaraan tidak tercatat dengan benar sejak awal 

c) Perubahan personal di Organisasi Perangkat Daerah 

b. Rendahnya Kesadaran Para Pejabat Dalam Mengembalikan Aset 

Kendaraan Daerah 

1) Faktor Internal 

a) Asumsi Keliru Tentang Kepemilikan Aset 

b) Kurangnya Pemahaman Hukum Administrasi Aset 

c) Kultur Dan Kebiasaan Lama 

2) Faktor Eksternal 

a) Minimnya Sosialisasi dan Edukasi Dari Pemerintah Daerah 

b) Lemahnya Pengawasan Dan Tindak Tegas 

c) Ketiadaan Mekanisme Yang Efesien Untuk Penarikan Aset 
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Jaksa Peingacara Neigara Keijaksaan Neigeiri Peikanbaru teilah 

meimpeirsiapkan strateigi untuk meingatasi keindala yang akan te irjadi 

pada peinyeilamatan keindaraan daeirah seilanjutnya deingan meilakukan 

peindeikatan seicara peirsuasif seicara meinyeiluruh peirlu diteirapkan 

deingan meinanggulangi dua fakto ir utama, yakni inteirnal dan eiksteirnal. 

Dari sisi inteirnal, upaya peirbaikan harus dimulai deingan 

meiningkatkan kapasitas sumbeir daya manusia meilalui peilatihan 

inteinsif khususnya dalam peinanganan kasus peirdata teirkait aseit, 

meimpeirbaiki koioirdinasi antar unit inte irnal, seirta meiningkatkan 

anggaran dan fasilitas yang me indukung oipeirasio inal. Seilain itu, 

peinting untuk meingeimbangkan databasei aseit yang akurat dan 

meimpeirkuat peimahaman seirta strateigi hukum agar peinanganan kasus 

beirjalan leibih oiptimal. Seidangkan untuk meingatasi fakto ir eiksteirnal, 

dipeirlukan harmoinisasi reigulasi dan keibijakan yang reileivan, 

peinyeideirhanaan proiseis administrasi dan biro ikrasi, seirta peiningkatan 

koioirdinasi deingan pihak-pihak eiksteirnal seipeirti leimbaga yudisial dan 

peimangku keipeintingan lainnya. Peindeikatan ini juga harus 

meimpeirtimbangkan aspeik so isial, keipeimilikan, dan eiko inoimi untuk 

meinciptakan lingkungan hukum yang le ibih koindusif dan eifeiktif 

dalam peinyeilamatan aseit keindaraan daeirah. 

B. Saran 

Agar teirlaksananya Peilaksanaan Tugas Jaksa Peingacara Neigara dalam 

Meinyeilamatkan Aseit Milik Daeirah yang seisuai deingan harapan, maka pe inulis 
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meimpunyai beibeirapa saran yaitu : 

1. Jaksa Peingacara Neigara dapat meiningkatkan dalam meinyeilamatkan aseit 

milik daeirah khususnya aseit keindaraan daeirah deingan di beirikan 

peiningkatan ko impeiteinsi jaksa peingacara neigara dimana me ingadakan 

peilatihan hukum teirkait peingeiloilaan dan peinyeilamatan aseit, seipeirti hukum 

agraria, administrasi ne igara, dan peirdata seita meindampingi peimeirintah 

daeirah dalam proiseis peingeiloilaan aseit untuk meinceigah poiteinsi seingkeita. 

Keimudian me indoiroing peimeirintah daeirah untuk meinggunakan teiknoiloigi 

infoirmasi dalam peingeiloilaan aseit, seipeirti peimbuatan databasei aseit 

eileiktroinik, agar Jaksa Pe ingacara Neigara dapat meingakseis data te irseibut 

untuk meimantau status hukum aseit daeirah. 

2. Keindala yang di hadapi jaksa pe ingacara neigara, jaksa peingacara neigara 

peirlu meingoiptimalisasi bantuan hukum noin litigasi yakni me iningkatkan 

eifisieinsi inteirnal meilalui peimbeinahan manajeimein, peiningkatan kapasitas 

sumbeir daya manusia, dan pe inyeimpurnaan proiseidur oipeirasio inal, seirta 

meimpeirkuat keirja sama eiksteirnal deingan leimbaga peineigak hukum dan 

instansi te irkait guna meinciptakan reigulasi yang sinkroin dan peilaksanaan 

keibijakan yang leibih eifeiktif. Seirta leibih foikus pada peiningkatan ko ioirdinasi 

deingan peimeirintah daeirah dan leimbaga hukum te irkait, seirta 

meimpeirkeinalkan peilatihan sisteimatis bagi para aparat peineigak hukum agar 

leibih meimahami dan meingimpleimeintasikan proiseidur hukum deingan baik. 

Seilain itu, peirlu adanya peirbaikan dalam siste im administrasi dan 
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doikumeintasi aseit untuk meimastikan proiseis hukum dapat beirjalan deingan 

lancar dan eifisiein, seirta meiminimalisir poiteinsi teirjadinya peinyalahgunaan. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA  

PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM 

MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MEALUI  

BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA  

DI KOTA PEKANBARU 

Oleh  : Salsabilla Fajrin Cahyani 

Kepada : Bapak Hari Naurianto, SH. Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha  

Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru 

1. Apa saja masalah utama yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas Jaksa 

Pengacara Negara terkait penyelamatan aset kendaraan daerah ? 

2. Apa peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan kendaraan daerah 

yang dimiliki oleh pejabat dan tidak memiliki hak lagi ? 

3. Apa saja tugas spesifik Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan 

kendaraan milik daerah yang belum dikembalikan kepada pemerintah daerah ? 

4. Bagaimana proses hukum yang Jaksa Pengacara Negara lakukan dalam 

menangani kasus menyelamatkan kendaraan daerah? 

5. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam usaha 

menyelesaikan pengembalian kendaraan milik pemerintah daerah ? 

6. Bagaimana cara mengatasi kendala – kendala yang dihadapi oleh Jaksa 

Pengacara Negara ketika menangani sengketa hukum terkait kendaraan milik 

daerah ? 



 

 
 

7. Bagaimana proses koordinasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan instansi 

lain dalam upaya menyelamatkan aset kendaraan daerah ? 

8. Apa saja bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara 

dalam proses penyelamatan aset kendaraan daerah? 

9. Mengapa bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata sangat 

penting bagi penyelamatan aset kendaraan daerah ? 

10. Apa saja sanksi-sanksi yang di berikan kepada pejabat atas kelalaian 

penyalahgunaan atas pengelolaan aset kendaraan daerah ? 

11. Apa strategi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pekanbaru khususnya di bidang 

Perdata dan Tata Usaha Negara dalam melakukan proses penyelamatan aset 

milik daerah ? 

12. Bagaimana Kejaksaan Negeri Pekanbaru khususnya di bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara mengevaluasi kinerja Jaksa Pengacara Negara dalam menangani 

masalah aset milik daerah ? 

13. Langkah apa selanjutnya yang dilakukan kejaksaan Negeri Pekanbaru 

khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk meningkatkan peran 

Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset milik daerah di masa 

mendatang ? 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA  

PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM 

MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MEALUI  

BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA  

DI KOTA PEKANBARU 

Oleh  : Salsabilla Fajrin Cahyani 

Kepada : Bapak Jefri Armando Pohan, SH. MH. Kepala Sub Seksi Perdata  

Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru 

1. Apa saja masalah utama yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas Jaksa 

Pengacara Negara terkait penyelamatan aset kendaraan daerah ? 

2. Apa tahapan - tahapan Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan 

kendaraan daerah yang dimiliki oleh pejabat dan tidak memiliki hak lagi ? 

3. Apa saja tugas spesifik Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan 

kendaraan milik daerah yang belum dikembalikan kepada pemerintah daerah ? 

4. Bagaimana proses hukum yang Jaksa Pengacara Negara lakukan dalam 

menangani kasus menyelamatkan kendaraan daerah? 

5. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam usaha 

menyelesaikan pengembalian kendaraan milik pemerintah daerah ? 

6. Bagaimana cara mengatasi kendala – kendala yang dihadapi oleh Jaksa 

Pengacara Negara ketika menangani sengketa hukum terkait kendaraan milik 

daerah ? 

7. Bagaimana proses koordinasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan instansi 

lain dalam upaya menyelamatkan aset kendaraan daerah ? 



 

 
 

8. Apa saja bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara 

dalam proses penyelamatan aset kendaraan daerah? 

9. Mengapa bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata sangat 

penting bagi penyelamatan aset kendaraan daerah ? 

10. Apa saja sanksi-sanksi yang di berikan kepada pejabat atas kelalaian 

penyalahgunaan atas pengelolaan aset kendaraan daerah ? 

11. Apa strategi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pekanbaru khususnya di bidang 

Perdata dan Tata Usaha Negara dalam melakukan proses penyelamatan aset 

milik daerah ? 

12. Bagaimana Kejaksaan Negeri Pekanbaru khususnya di bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara mengevaluasi kinerja Jaksa Pengacara Negara dalam menangani 

masalah aset milik daerah ? 

13. Langkah apa selanjutnya yang dilakukan kejaksaan Negeri Pekanbaru 

khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk meningkatkan peran 

Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset milik daerah di masa 

mendatang ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM 

MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MEALUI  

BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA  

DI KOTA PEKANBARU 

Oleh  : Salsabilla Fajrin Cahyani 

Kepada  : Ibuk E. Zikra Habibah, SP, M.Si. Kepala Bidang Aset Badan     

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. 

1. Bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antara Kepala Bidang Aset dan 

Jaksa Pengacara Negara dalam konteks penyelamatan aset kendaraan daerah ? 

2. Apakah ada kendala yang sering muncul dalam koordinasi antara bidang aset 

dan jaksa pengacara negara dalam proses penyelamatan aset kendaraan daerah? 

3. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam membantu di bidang aset 

pada proses penyelamatan aset kendaraan daerah ? 

4. Bagaimana ibu menilai efektivitas bantuan hukum yang di berikan oleh Jaksa 

Pengacara Negara dalam penyelamatan aset kendaraan daerah ? 

5. Bagaimana harapan ibu terhadap peran Jaksa Pengacara Negara di masa depan 

dalam konteks penyelamatan aset kendaraan daerah ? 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 2 

DOKUMENTASI GAMBAR PENELITIAN 

 

 

Gambar 1 : Bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan 

Negeri Pekanbaru Bapak Hari Naurianto, S.H. saat melakukan 

wawancara riset. 



 

 
 

 

 
 

 
 

Gambar 2 : Bersama Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sekaligus 

Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Jefri 

Armando Pohan, SH. MH. saat melakukan wawancara riset. 

 



 

 
 

 

 

Gambar 3 : Bersama Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kota Pekanbaru Ibu E. Zikra Habibah, SP, M.SI saat melakukan 

wawancara riset. 

 














